
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 
 

1 PENDAHULUAN 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) yang berupa angka, ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). 
Sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif 
tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, 
yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) disusun berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 
dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik agar dapat mendorong partisipasi 
masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, dapat 
mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dapat 
mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan 
publik, serta mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

1.1 Prinsip 
Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:  

1. Transparan, artinya hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses 
oleh seluruh masyarakat; 

2. Partisipatif, artinya dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran 
serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya; 

3. Akuntabel, artinya hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang 
berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku; 

4. Berkesinambungan, artinya Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 
berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan; 

5. Keadilan, artinya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna 
layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta 
perbedaan kapabilitas fisik dan mental; 

6. Netralitas, artinya dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh 
mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak. 

1.2 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini, meliputi:  

1. Metode Survei; 
2. Pelaksanaan dan Teknik Survei; 
3. Tahapan Survei Kepuasan Masyarakat; 
4. Tahapan Pengolahan Data;  
5. Pemantauan, Evaluasi, dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan 

Masyarakat; 
6. Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut. 



1.3 Unsur 
Unsur dalam menentukan nilai IKM, meliputi: 

1. Persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 
persyaratan teknis maupun administratif; 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 

3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 
pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 

4. Biaya/Tarif *), adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besamya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 
spesifikasi jenis pelayanan; 

6. Kompetensi Pelaksana **), adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 

7. Perilaku Pelaksana **), adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tindak lanjut. 
9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda 
yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

Catatan: 

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan 
biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh 
UU dinyatakan gratis. 

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan 
disurvei berbasis website. 

1.4 Manfaat 
Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain: 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan 
publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik 
secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu 
dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan 
publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat 
dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kineija unit pelayanan. 

 



2 PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN MEKANISME PELAPORAN HASIL 
PENILAIAN IKM 

A. Secara berkala pimpinan unit pemantau yang ditunjuk tersebut melaporkan hasil pemantauan 
kinerja unit pelayanan kepada pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan, sebagai bahan 
penyusunan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

B. Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM unit pelayanan, rencana dan 
tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepada masyarakat. 

C. Pengujian kualitas data, Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing 
kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan 
kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat 
digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan. 

D. Untuk memudahkan pengolahan data indeks kepuasan masyarakat di setiap unit pelayanan, 
pedoman umum ini sebaiknya dilengkapi dengan program pengolahan data melalui komputer, 
yang di-install pada komputer masing-masing unit pelayanan. 

Jenis program pengolahan melalui komputer yang merupakan Sistem Data Base Indikator 
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dapat menggunakan program, antara lain: 

1. Operating Sistem (OS) DOS, atau 
2. Operating Sistem (OS) Microsoft (MS) Windows (MW), 
3. SPSS, dan lain-lainnya. 

E. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survei secara 
periodik dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan 
masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Jangka waktu survei antara periode yang satu ke 
periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan atau sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 

F. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan IKM, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang 
langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun 
survei kepuasan masyarakat secara periodik di lingkungan masing-masing dalam upaya 
meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. 

Keberhasilan pelaksanaan penyusunan IKM, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas unit 
pelayanan instansi pemerintah pusat dan daerah, tergantung kepada komitmen dan kesungguhan 
para pejabat maupun pelaksana di masing-masing instansi serta masyarakat. Hal-hal yang bersifat 
teknis dan administratif pelaksanaan penerapan, diatur secara tersendiri 

G. Hasil SKM wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. Penyampaian hasil SKM 
wajib dipublikasi, minimal di mang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan online, 
website unit, atau media jejaring sosial 

 

 



3 ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 
Setelah diperoleh hasil pengolahan data SKM, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang 
disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan 
hasil yang objektif dari SKM itu sendiri. Analisa masing-masing unsur SKM dapat dilakukan dengan 
cara: 

A. Analisa Univariat 
Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) 
tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) 
temuan hasil sui'vei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan 
prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan- perhitungan deskriptif 
dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences). 

B. Analisa Bivariat 
Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan 
unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur prosedur dengan unsur waktu pelayanan, atau unsur 
kompetensi petugas dengan unsur perilaku petugas. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk 
melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. 

Melalui analisa ini, hasil pengelohan data SKM tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks 
atau angka SKM), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas 
pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. 

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana 
tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk 
hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka 
pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau 
jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dapat dituangkan 
dalam tabel berikut: 

No. Prioritas Unsur Program/Kegiatan Waktu Penanggung Jawab 
        
        

 

4 LAPORAN HASIL PENYUSUNAN IKM 
Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan instansi 
pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut: 

A. Indeks setiap unsur pelayanan, berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, 
jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. 
Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai 
rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 
unsur). 

B. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan 
kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur 
yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap d ip ertahankan. 



C. Penyusunan jadwal, diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian 
sebagai berikut: 
a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja; 
b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja; 
c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja; 
d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.  

 

5 PENGERTIAN UMUM YANG RELEVAN DENGAN IKM 
A. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 

B. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 
berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). 

C. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara 
langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. 

D. Unsur Survei Kepuasaan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran 
kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 

E. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) 
bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali. 

F. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang secara hukum berkedudukan 
di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. 
Misalnya lembaga penelitian yang ada di universitas/perguruan tinggi. 

G. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan 
fungsi pelayanan publik sesuai peraturan peraturan perundang-undangan. 

H. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia 
usalia, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

I. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja 
pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. 
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